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NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG

DENGAN

DEWAN PIMPINAN CABANG GERAKAN MAHASISWA NASIONAL
INDONESIA KABUPATEN BANTAENG

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MEWUJUDKAN
PEMILIHAN/PEMILU YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT

Nomor : 3/HK.02.00/K.SN-01/07/2026
Nomor . 01ﬂEksIDPC.GMNI-BantaengNIlIZDZG

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu

Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

. Ningsih Purwanti, SH selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN
yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Keluraha'n Lembang!
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagal

PIHAK PERTAMA. | .
1. Jabal Rakhmad, S.Pd selaku Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional

Indonesia Kabupaten Bantaeng dalam hal ini bertindak atas nama DPC
GMNI, yang berkedudukan di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mahhngr,ﬁ
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagal

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
“pARA PIHAK” dan masing-masing disebut “PIHAK”. PARA PIHAK terlebih

dahulu menjelaskan hal hal sebagai berikut:

1 Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pengawas Pemilu yang
bertugas dan  memilki  kewenangan melakukan  pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Kabupaten Bantaeng.

b Bahwa PIHAK KEDUA adalah GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional
Indonesia) adalah salah satu organisasi mahasiswa ekstrakampus terbesar
di Indonesia yang berasaskan Marhaenisme. Lahir 23 Maret 1954 di
Surabaya. Tujuan Organisasi: Mendidik kader bangsa yang progresif-
revolusioner untuk mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.

c. Bahwa PARA PIHAK masing- masing memiliki kemampuan untuk
memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling
menguntungkan.

d. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman bersama antara
Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Dewan Pimpinan Cabang
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Bantaeng tentang
Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam mewujudkan

pemilihan/pemilu yang berkualitas.




BAB |
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1
Nota Kesepa g

Kabupat pahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pomahaman antars frawanit
i tp en Bantaeng dengan Gerakan Mahasiowa Nasional  Indonesia Y atupaten
= f':l.eng tentang Penguatan  Pengawasan Partisipatif dalarm rmesprujudran
pemilihan/pemilu yang berkualitas, dengan memanfaatkan aumber  daya y4N9g

dimiliki oleh PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dibidang Pengu‘atan
r Gerakan Mahasiswa Nasional

Pengawasan Partisipatif di lingkungan Kade
gan metode:

Indonesia di wilayah Kabupaten Bantaeng.
dimaksud pada ayat (1) dilak ‘

(2) Pendidikan Politik sebagaimana
a.  Melakukan kerjasama fasilitas| penyelenggara
partisipatif, dan Penguatan Penga
Mahasiswa Nasional indonesia Kabupaten Ba

b. Penyelenggaraan Relawan Pengawas
Indonesia Kabupaten Bantaengd. ‘_
K dikemudian hari

Mahasiswa Nasional

(3) Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHA *
dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

ntaengd.
parﬁsipatif dari Kader Gerakan

BAB Il
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 3
(1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Ini maka PARA
unjuk wakil dari PARA PIHAK untuk

PIHAK setuju dan sepakat untuk men

melaksanakan butir butir kesepahaman ini;

nakan kegiatan, PIHAK PERTAMA dengan sumber daya yang
Penguatan Pengawasan Partisipatif pada
nesia Kabupaten Bantaeng

(2) Dalam melaksa
dimilikinya akan melaksanakan

Pengurus dan Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indo
dengan dukungan PIHAK KEDUA.

g disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan
diri yang disetujui oleh
ini serta

(3) Setiap kegiatan yan
dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersen

PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman
disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Bawaslu Kab. Bantaeng

https://jdih.bawaslu.go.id/
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BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya Yang timbul gat
anggaran Masing-m |
dukungan angqar
berdasarkan D

| am pelaksanaan Nota Kesgpmmmﬂn ini dibfzbankan pada
SINg PIHAK  secara Proporsional dan dimungkinkan adanya
AN dari PIHAK lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya

ada
Peraturan Perundang undangan.

BABV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangan

dfan dapat diperpanjang atay diakhiri berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK yang
dibuat secara tertulis.

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 6

(1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur
lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dan Nota Kesepahaman ini;
(2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepal'!aman
ini akan diatur dikemudian sebagai tambahan (addendum) yang disepakati oleh

PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota

Kesepahaman ini; dan
(3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang

undangan. setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan
ketentuan tersebut tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan

ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

BAB Vi
PENUTUP
Pasal 7

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimgna
disebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-

masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
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